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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

Mengingat 

bahwa untuk mengatur ketentuan yang lebih operasional 
mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus 
serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 9 ayat 
(4), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah 
Kabuaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 2 Tahun 2019 ten tang Badan Permusyawaratan 
Desa; 

-=-- Menimbang 

BUPATI KUDUS, 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NO MOR 1 ~ TAHUN 2019 

TENT ANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 

TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS 

PROPINSI JA WA TENGAH 



Cam.at ~dalah Cama~ di Kabupaten Kudus yang merupakan 
pemimpm dan koordmator penyelenggaraan Pemerintahan di 
wilayah kerja Ke~amatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 
dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. ' 

Kepala De~a adalah Kepala Desa di Kabupaten Kudus yang 
mernpunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan 
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

3. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Kudus. 
2. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 
2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 

MEMUTUSKAN: 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 219); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

6. Peraturan Prcsiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun :2014 tentang Peraturan 
Pclaksanaan Undang-Undang Nom01· 6 Tahun 2014 tentang 
Oesa (Lernbaran Negara Republik. Indonesia_ Tahun 20 ~ 4 Nomor 
123 Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentanz Pcrat1..1ran Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 6321); 
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11. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala 
Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala 
Desa dalam satu tahun anggaran. 

12. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki hubungan 
sosial lebih luas, keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi 
orang kebanyakan, tidak menyimpan pengetahuan dan 
keahliannya untuk dirinya sendiri melainkan berusaha untuk 
menyebarkan kepada orang lain, seperti tokoh adat, tokoh 
agama, tokoh Lembaga Kemasyarakatan Desa/ organisasi 
Kemasyarakatan, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh 
pendidikan, tokoh budayawan dan/ a tau pemuka-pemuka 
masyarakat lainnya. 

13. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang 
selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang 
dibe~t~k oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses 
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 

14. P~itia Pem~li!1an K~~ala Desa tingkat Desa yang selanjutnya 
disebut Panitia Pernilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh 
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan 
proses Pemilihan Kepala Desa. 

7. 

6. 

5. 

4. k , 1 I yang memiliki 
Desa adalah kcsutuan masyara al iu mm · . 
batas wilayah yang bcrwcnang untuk mcngatur dan mengurus 

· · syarakat setempat urusan pemerinLahan kepentmgan ma 
berdas rkan pr knrsa masyarakat, hak asal usul, dan(atau 
hak c tradisiono.J yang diakui clan dihormati d_alam sistern 
p mcrintahan Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia. 
Pcmerintuh Desa adalnh Kepala Dcsa dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyclcnggura Pcmerintahan Desa. 
Pemerintahan Dcsa adalah penyclenggaraan urusan 
pemcrintahan clan kepentingan masyarakat se~empat dal_am 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia. 
Badan Pcrmusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah clan clitetapkan secara 
demokratis. 

8. Musyawarah Desa aclalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, clan unsur 
masyarakat yang cliselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 
strategis. 

9. Ra pat Desa adalah rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa dan 
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
dan unsur masyarakat untuk menentukan kuota anggota BPD 
pada masing-masing wilayah pemilihan, dan menentukan 
peserta musyawarah pengisian anggota dari keterwakilan 
perempuan. 

10. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring 
dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap 
pelaksanaan tugas Kepala Desa. 



--- -· 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. kean~gotaan dan kelembagaan BPD; 
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD· 
c. peraturan tata tertib BPD· ' 
d. pembinaan dan pengawa;an; dan 
e. pendanaan. 

Pasal 4 

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk: 
a. memp~rtegas peran BPD dalam penyelenggaraan 

Pemenntahan Desa; 
b. me~do~ong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. mendor?ng _BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik di Desa. 

Pasal 3 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk: 
a. ~emberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga 

di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa· 
b. memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengisian 

anggota BPD; dan 
c. memberikan pedoman bagi BPD dalam melaksanakan fungsi, 

tugas, wewenang, hak dan kewajiban. 

Pasal 2 

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

BAB II 

15. Lernb ga J em;,1syurakatan Dcsa a lalah wadah pcirud'salipasi 
masvarakat, scbugai mitra Pcmcrintah Dcsn. ikut scrta am 
pereu naan, pclaksanaan dan pcngawasan pcmbangunan, 
serta mrningkc1tk:::i.n pclnyamw mru,yarnkat D .sa. 

J 6. Dusun adaJah bugian wilaynh dalarn Desa yang mcrupakan 
lingkungan kcrja Pemcrintah Desa. 

17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga 
rcmasvarakatRn Dcsa yang dibentuk dari bcberapa Rukun 
Tetangga dalarn rangka mcngkoordinasikan kegiatan Rukun 
Tctangga. 

18. Rukun Tetangga yang s lanjutnya disingkat RT adalah 
Lernbaga Kcmasyarakatan Desa yang dibentuk untuk 
mernclihara dan melcstarikan nilai-nilai kehidupan yang 
bcrdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk 
membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan 
peran serta masyarakat dalam pembangunan. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan 
pernerintahan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. 
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.1 

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa 
jabatan anggota BPD, Kepala Desa beserta Anggota BPD lama 
dan unsur masyarakat menentukan kuota Anggota BPD per 
wilayah pemilihan dalam forum rapat Desa. 

Pasal 6 

(8) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih dari Dusun/RW yang 
terdapat di Desa tersebut, yang ditetapkan melalui rapat 
Desa. 

(7) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
wilayah dalam desa yaitu wilayah Dusun/RW, yang 
ditetapkan sebagai wilayah pemilihan. 

(6) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan 
Keuangan Desa. 

(5) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang 
dan paling banyak 9 (sembilan) orang. 

(4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
warga Desa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi 
Anggota BPD. 

(3) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah anggota BPD harus ada yang berjenis kelamin 
perempuan agar dapat menyuarakan dan memperjuangan 
kepentingan perempuan. 

(2) Keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah anggota BPD merupakan perwakilan wilayah yang ada 
di Desa yang bersangkutan. 

( 1) Anggola BPD merupakan wakil dari penduduk Dcsa 
berdasarkan ketcrwakilan wilayah dan keterwakilan 
perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis 
melalui musyawarah perwakilan. 

Pasal 5 

Parngra.f 1 
Um um 

Bngiau Kesatu 
Pengisian Anggot8 Sadan Permusyowr1ratan Dcsa 

BAB Ill 

l<E/\NGGOTMN SADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
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(5) Pen~tapan jumlah anggota BPD ditentukan dengan 
menjumlahkan total skor berdasarkan jumlah penduduk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan 
kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 3) se bagai beriku t: 
a. untuk total skor 2, jumlah anggota BPD adalah 5 (lima) 

orang anggota; 
b. untuk total skor 3, jumlah anggota BPD adalah 7 (tujuh) 

orang anggota; 
c. untuk total skor 4, 5, atau 6, jumlah anggota BPD adalah 

9 (sembilan) orang anggota. 

(4) Skoring berdasarkan kemampuan keuangan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada 
jumlah Pendapatan Desa yang tercantum dalam APB Desa 
Tahun Anggaran pada saat pengisian BPD diselenggarakan, 
dan diatur sebagai berikut: 
a. Jumlah Pendapatan Desa kurang dari 

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) mendapatkan 
skor l; 

b. Jumlah Pendapatan Desa Rp 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000.000,00 (tujuh 
miliar rupiah) mendapatkan skor 2; 

c. Jumlah Pendapatan Desa lebih Rp 7.000.000.000,00 
(tujuh miliar rupiah) mendapatkan skor 3. 

( 1) p netapan jurnlah anggota BPD sebagnirnana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (6) mcmperhatikan jurnlah pcnduduk dan 
kcrnampuan kcuangan dcsa diatur dcngan mcnggunakan 
skoring. 

(2) Jumlah pcnduduk sebagaimana dimaksud pada ~y~t (I) 
adaJah data yang bersumbcr dari Buku Admm1stras~ 
Penduduk pada masing-rnasing Desa atau bersumber dan 
data yang dikeluarkan oleh Dinas yang rnenangaru 
kependudukan dan pencatatan sipil. 

(3) Skoring berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut: 
a. Jumlah penduduk sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) jiwa 

mendapatkan skor 1; 
b. Jumlah penduduk 7.001 (tujuh ribu satu) sampai dengan 

11.000 (sebelas ribu) jiwa mendapatkan skor 2; 
c. Jumlah penduduk lebih dari 11.000 (sebe1as ribu) jiwa 

mendapatkan skor 3. 

PasHI 7 

. . di . 1 . d , at (1) dipimpin olch 
( ·2) Rapat Desa s 'bnga1mand irna mu ay . 

c d J B L Acara K palu De ·1:1. dan hasilnya dituangkan a am en a · 

(3) Conteh f-krit,1 Acara scbagaiman::i clirnaksurl pada ayat (2): 
sebagaimana tcrcanturn dalarn Larnpiran l Pcraturan Bupati 
11] I. 
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( 1) Persyaratan calon anggota BPD adalah: 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 
memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal Ika; 

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau belum 
berusia 20 (dua puluh) tahun tetapi sudah/pemah 
menikah; 

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah 
Pertama atau sederajat; 

e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa; 
f. bukan sebagai Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja; 
g. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi anggota 

BPD; 
h. tid~ pernah menjadi Anggota BPD selama 3 (tiga) 

penode secara berturut-turut maupun tidak berturut 
turut; 

1. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan 
J. bertempat tinggal di wilayah pemilihan. 

Pasal 9 

(1) Dalam ha! pelaksanaan penentuan jumlah Anggota BPD yang 
mencerminkan perwakilan dari masing-masing wilayah 
pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), 
menghasilkan bilangan desimal maka: 
a. dilaksanakan pembulatan ke atas bagi yang memperoleh 

bilangan desimal di bawah 1 (satu); dan 
b. dilaksanakan pembulatan ke bawah bagi yang 

memperoleh bilangan desimal di atas 1 (satu). 

(2) Kekurangan kuota Anggota BPD yang belum terisi diambilkan 
berdasarkan sisa bilangan desimal terbanyak. 

Pasal 8 

(8) Penentuan kuota Anggota BPD dari Dusun/RW atau bcbcrapa 
Dusun/RW yang rnerupakan wilayah pemilihan sebag~1mana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), ditentukan rnelalui rapat 
dcsa. 

.Jrnl Pcnduduk 
di wil pcmilihan --- __ ;___ _ (,Jml Anggota BPD - 1 dari 

x unsur ketcrwakilan 
perempua.n) Jml Pcnduduk Dcsn 

BPD - ,bagrlimana dimaJrnud pada 
(6) Kornposisi jumlah nnggoLn sc c 1 · kctcrwakilan 

ayat (5), tcrrnasuk 1 [satu] orang c an . 
pcrcmpuan. 

(7) Kcanggotnan BPD rncncerrninkan perw~kilan Dusun(RW yi°'ng 
merupakan wiluvah pcmil_ihan. yang JUmlahnya ditentu can 
berdosarkan rurnus scbagai bcrikut: 
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( l) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan 
untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota 
BPD. 

Pasal 12 

(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara 
proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. 

(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang 
telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam 
keanggotaan BPD melalui Rapat Desa. 

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam Desa. 

( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan 
untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah 
pemilihan dalam Desa. 

Pasal 11 

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui: 
a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan 
b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan. 

Pasal 10 

(:2) Usia calon anggota BPD scbogaimana dirnaksud pada. ayat (l) 
huruf c cLihitung padn saat ditutupnya proses penJonngan 
Calon Anggota BPD. 

(3) B rtcrnj at tinggal di wilayah pemilihan se?agaimana 
dimaksud pada ayat ( l) huruf i adalah bert~mpa~ tinggal dan 
bcrdornisili pada wilayah pcmilihan yang dibuktikan dengan 
KTP dnn/atau Surat I ctcrr ngan dari RT/RW. 

(4) Untuk desa baru hasil pembcntukan, penghapusan dan 
penggabungan, syarat tcrclaftar sebagai penduduk dan 
bcrt mpat tinggal tctap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf i dihitung sebclum terjadi proses pembentukan, 
penghapusan dan pcnggabungan desa. 

(5) Pcrsyaratan administrasi sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(1), dapat diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan, Surat 
Keterangan dan/atau berkas kelengkapan lainnya. 

(6) Persyaratan administrasi dalam bentuk Surat Keterangan 
dikeluarkan oleh Lembaga resmi terkait. 

(7) Format dan cara pengisian berkas administrasi ditetapkan 
oleh Panitia Pengisian. 
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Pasal 13 

(1) Pengisian _anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

~~~~t/ ::~~:a:::P~~:hD~::~tia Pengisian yang ditetapkan 

Paragraf 2 
Panitia Pengisian Anggota BPD 

(6) Pezw~lan pe~empuan warga desa yang memiliki hak pilih 
sebagairnana d1maks1;1d pada ayat (5) yang ditetapkan sebagai 
Calon Anggota BPD, tidak memiliki hak pilih. 

(7) P~zwakilan perempuan yang memiliki hak pilih sebagaimana 
d~mak~ud pada ayat (5) huruf b, huruf e, dan huruf f d 
disertai Surat Togas. engan 

(5) Pcrwakilan perempuan warga dcsa yang memiliki hak pilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari: 
a. Pengurus harian Tim Penggerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa yang terdiri 
dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; 

b. Perwakilan Kelompok Perempuan, dapat terdiri dari Ketua 
atau 1 (satu) orang perwakilan Muslimat Nahdlatul Ulama 
tingkat Desa, Ketua atau 1 (satu) orang perwakilan 
Aisyiyah Muhammadiyah tingkat Desa, Ketua atau 1 
(satu) orang perwakilan Fatayat Nahdlatul Ulama tingkat 
Desa, Ketua atau 1 (satu) orang perwakilan Nasiyatul 
Aisyiyah, 1 (satu) orang perwakilan organisasi 
perempuan/ sosial/ keagamaan lainnya; 

c. I (satu) orang perwakilan Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa; 

d. 1 (satu) orang perwakilan Pembantu Pembina Keluarga 
Berencana Desa; 

e. 1 (satu) orang perwakilan Pengurus Karang Taruna; 
dan/atau 

f. 1 (satu) orang perwakilan Pengurus Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

( ) Wal i1 perernpuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
. d , . mcnuhi syarat calon adalah percmpm111 war ga csa yang me . 

anggota BPO sorta mcrniliki kemampuan dalarn mcnyuarnkan 
dan m mperjuangkan kepentingan pcrcmpuan. 

(3) Pcmilihun unsur wakil perempuan . cbagaimana dirnaksud 
padn avat ( l) dilakuknn oleh perwakilan percmpuan warga 
dcsa yang merniliki hak pilih. 

(4) Pcrwakilan percmpuan warga desa yang memiliki hak pilih 
sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dipilih melalui rapat 
desa dan ditctapkan oleh Panitia Pcngisian dcngan Kcputusan 
Panitia Pengisian. 
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(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia 
Pengisian. 

( 1) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1), terdiri dari: 
a. Ketua dari Unsur Masyarakat; 
b. Sekretaris d~ Unsur Perangkat Desa; 
c. Anggota dan _Unsur Perangkat Desa berjumlah 1 (satu) 

orang dan dan Unsur Masyarakat paling banyak 4 (empat) 
orang. 

Pasal 15 

(2) D.alam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
d.imaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian bertanggung jawab 
kepada Kepala Desa. 

(1) Panitia Pengisian mcmpunyai tugas dan wewenang sebagai 
berikut: .. 
a. merencanakan dan mempersiapkan pclaksanaan pengisian 

Anggota BPD; 
b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengisian Anggota 

BPD; 
c. menetapkan jadwal pengisian Anggota BPD; 
d. menetapkan biaya penyelenggaraan pengisian Anggota 

BPD; 
e. menerima, meneliti dan menetapkan Bakal Calon menjadi 

Calon Anggota BPD; 
f. menetapkan nama Calon Anggota BPD; 
g. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi proses 

musyawarah pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah 
pemilihan; 

h. menerima Berita Acara Hasil Rapat wilayah pemilihan dan 
usulan calon Anggota BPD sesuai dengan jumlah 
keterwakilan di setiap wilayah pemilihan; 

1. melaksanakan rapat Panitia Pengisian Anggota BPD yang 
dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, 
Kepala Dusun, dan Ketua RW, serta Ketua RT; dan 

j. menyampaikan hasil rapat Panitia Pengisian Anggota BPD 
kepada Kepala Desa. 

Pasal 11 

. . . . b · , d;maksud pada ayat (1) 
(2) Panitia Pengisran se agaimam.1 uu • . d' · 

berjumlah gasal paling banyak 7 {tujuh) orang yang te~ in 
atas unsur Perangkat De a paling banyak 2 (dua) orang an 
unsur Mc1syaralrn.t paling banyak 5 (lima) orang. 

(3) Unsur rnasyarakat sebagaimana . ?imaksud pada ayat (2) 
rnerupakan wakil dari wilayah pem1lihan. 
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(1) Pelaksanaan pengumuman di tempat-ternpat terbuka 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan di Balai 
Desa, dan/atau di papan pengumuman desa di ternpat-tempat 
yang strategis di tiap wilayah Dusun/RW. 

Pasal 20 

(2) Panitia Pengisian mengadakan pengumuman di ternpat 
tempat terbuka paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
terbentuknya Panitia Pengisian tentang akan diadakannya 
pengisian Anggota BPD dan syarat-syarat untuk dapat 
mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota BPD. 

(1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
dilaksanakan oleh Panitia Pengisian melalui pengumuman 
dan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD. 

Pasal 19 

(3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa 
keanggotaan BPD berakhir. 

(2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan 
sebagai calon anggota BPD. 

(1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon 
anggota BPD dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa 
keanggotaan BPD berakhir. 

Pasal 18 

Paragraf 3 
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa 

(1) Panitia Pengisian Anggota BPD harus mempunyai integritas 
yang tinggi, jujur dan bertindak tegas daJam mclaksanakan 
tugas serta dilarang mcmihak kepada salah seorang CaJon 
Anggota BPD. 

(2) Dalam rapat pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah 
pemilihan dan di unsur keterwakilan perempuan, Panitia 
Pengisian tidak mempunyai hak pilih. 

Pasal l 7 

Dalarn hal di antara anggota Panitia Pengisian ada yang 
mcndaftarknn sebagai B-1kal Calon Anggota B~D ~tau 

d 1 P ·t· p isian d1gant1kan berhalangan, keanggota1:rnnya a am a~11 1~ engi 
oleh unsur masyarakat lainnya yang ditunjuk oleh KcpaJa Desa 
dan ditetaj kan dcngan Keputusan Kepala Desa. 

PasaJ 16 
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(3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tidak ada pelamar atau 
terdapat pelamar tetapi masih kurang dari jumlah kuota 
Anggota BPD yang ditentukan di tiap wilayah pemilihan, 
maka Kepala Du sun/ Ketua RW pada wilayah pemilihan yang 
bersangkutan mengadakan musyawarah untuk menunjuk 
seorang atau lebih warga masyarakat guna didaftarkan 
sebagai Bakal Calon anggota BPD. 

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
berlaku untuk wilayah pemilihan yang belum ada pelamar 
atau belum memenuhi jumlah kuota, a tau belum ada pelamar 
dari unsur keterwakilan perempuan. 

(1) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak ada pelamar atau 
hanya terdapat pelamar tetapi masih kurang dari jumlah 
kuota Anggota BPD yang ditentukan di tiap wilayah 
pemilihan, atau tidak ada pelamar dari unsur keterwakilan 
perempuan, maka Panitia Pemilihan memperpanjang 
pelaksanaan pendaftaran selama 2 (dua) hari. 

Pasal 23 

(2) Permohonan pencaJonan Anggota SPD diajukan secara tertulis 
kepada Ketua Panitia Pengisian dengan menyebutkan salah 
satu unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (3) dan disertai kelengkapan berkas persyaratan 
administrasi. 

(1) Setiap warga Oesa berhak mendaftarkan diri sebagai anggota 
BPD. 

Pasal 22 

Pasal 21 

( 1 ) P l . lama 7 (tujuh] hari sctelah Panitia Pengisian 
a mg · di k d dalam mclaksanakan pengumuman scbagaimana irna su . 

PasaJ 19, Panitia Pcngisian melaksanakan kegiatan 
pendaflaran Sakal Ca Ion. 

(2) p laksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilaksanakan sclama 7 (tujuh) hari. 

(3) Pendaftaran Sakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terbagi atas: 
a. keterwakilan wilayah; dan 
b. keterwakilan perempuan. 

· di aksud pada ayat ( I], 
(2) Naskah pengumuman sebagm:1:ana 1~. 

ditandatangani ol h Kerua Parntia Peng1s1an. 
· d'maksud pada 

(3) Contoh naskah Pengumuman sebaga1mana. 1 II P raturan 
ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Larnpiran e 
Bupati ini. 
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(1) Persyaratan. admini~trasi guna permohonan sebagai anggota 
SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilengkapi 
dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi: 
a. surat pern~ataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas 
segel atau bermeterai cukup; 

Pasal 26 

(3) Jan~ka waktu peny~ingan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan palmg lama 3 (tiga) hari. 

(2) Panitia Pengisian dalam melaksanakan kegiatan penyaringan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat mengundang 
atau melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk dimintai 
bantuannya dalam menentukan keabsahan dari persyaratan 
administrasi Sakal Calon. 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan penyaringan/penelitian 
administrasi Panitia Pengisian mengelompokkan berkas 
administrasi pencalonan menurut wilayah pemilihan. 

Pasal 25 

(2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan cara penelitian administrasi meliputi 
penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi. 

(1) Setelah selesainya jangka waktu pendaftaran Bakal Calon, 
Panitia Pengisian melakukan kegiatan penyaringan Bakal 
Calon. 

Pasal 24 

(6) 

(5) 

. k · ngan pcndaftaran Oalam hal sctelah dilaku an pcrpanja 1 dari 
sebagairnona dinrnksucl pada ayat ( 1) tidak ada. pe amar k 

. ak Ketua Tim Penggera unsur kctenvakilan pcrempuan, m a . d 
P mbrrclayA.an dan Kesejahternan Keluarga Tmgkat Des.a an 
perwakilan kclompok pcrempuan di Dcsa sebagaunana 
dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (5) mengadakan musyawarah 
untuk menunjuk seorang atau lebih perempuan warga 
masyarakal zuna didaflarkan sebagai Bakal Calon anggota 
BPD dari unsur kctcrwakilan perempuan. 

Sakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4), tctap harus mernenuhi scmua ketentuan yang berlaku. 

Musyawaral1 yang dilaksanakan Ke pal a Ou sun/ Ketua RW 
pada wilayah pemilihan yang bersangkutan dan yang 
dilaksanakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan clan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan/ atau perwakilan kelompok 
perempuan pada unsur keterwakilan perempuan guna 
rnenentukan Sakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sejak 
ada pemberitahuan dari Panitia Pengisian. 

(4) 
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n. 

1. 

k. 

J. 

1. 

h. 

g. 

e. 
f. 

d. 

c. 

b. Surat Pernyataan memcgang teguh dan mengamalkan 
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, scrta mem_PertahankB? 
dan mernelihara keutuhan Negara Repubhk Indonesia 
dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat ol~h yang 
bersangkutan di atas kertas segel atau bern:3eter~1 cukup; 
Foto copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir atau 
diberikan keterangan oleh Pejabat yang bcrwenang; 
Foto copy Surat Nikah bagi yang belu~ berusia 20 (dua 
puluh] tahun tetapi sudah/ pernah rnenikah; 
Daftar Riwayat Hidup; 
Foto copy ijazah pcndidikan formal tcrakhir yang 
dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan 
dari pejabat yang berwenang; 
Surat Keterangan Bukan sebagai Perangkat Pemerintah 
Desa dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. Kepala Desa; 
Surat Keterangan Bukan sebagai Pegawai Desa dengan 
Perjanjian Kerja dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa/Plt. 
Kepala Desa; 
Surat Pemyataan bermeterai cukup Kesediaan Menjadi 
Calon yang dibuat oleh yang bersangkutan; 
foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir atau 
diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan 
surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan 
dari RT/ RW dan Kepala Desa setempat; 
Surat pemyataan bermeterai cukup tidak pemah menjadi 
Anggota BPD 3 (tiga) periode secara berturut-turut 
maupun tidak berturut-turut; 
Pas Foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 
(empat) lembar; dan 

m. Khusus Pegawai Negeri Sipil, harus mendapat izin dari 
pimpinan organisasi Perangkat Daerah/lnstansi 
Pemerintah Pusat yang bersangkutan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
Bagi pegawai swasta, harus mendapat izin dari 
atasannya. 

- 14 - 

(2) Pejabat yang berwenang dalarn melegalisasi foto copy Akte 
Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah pejabat pada 
Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Dalarn hal Bakal Calon Anggota BPD telah mengajukan 
permohonan penerbitan Akte Kelahiran kepada Dinas yang 
menangani kependudukan dan pencatatan sipil, maka 
persyaratan sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat 
(1) huruf c dapat diganti dengan Surat Keterangan masih 
dalarn proses yang ditandatangani oleh pejabat pada Dinas 
yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Pejabat yang berwenang dalarn melegalisasi foto copy ijasah 
terakhir adalah: 
a. Universitas/Institut Negeri/Swasta, oleh Rektor/ 

Pembantu Rektor Bidang Akademik/Ketua/Pembantu ! 
111 Ketua Bidang Akademik/Dekan/Pembantu Dekan Bidang 

Akademik; 1 
11 

I ii 
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d. 

c. 

Sekolah Tinggi Negeri/Swasla, olch Ketua/Pen:bantu 
Ketua Bidang Akademik/Direktur/Pembanlu Direktur 
Bidang Akademik; . 
Akaderni/Politeknik Negeri/Swasta, oleh D1rektur I 
Pernbantu Direktur Bidang Akadcmik/Dekan/Pembantu 
Dekan Bidang Akadernik; 
Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dan Sekolah 
Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah: 
1. Kepala Sekolah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas, 

Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah 
Pertarna Negeri; 

2. Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota atau pejabat 
yang berwenang yang membidangi pendidikan luar 
sekolah bagi lulusan pendidikan sederajat Sekolah 
Menengah Pertama yaitu Kelompok Belajar Paket B 
dan sederajat Sekolah Menengah Atas yaitu Kelompok 
Belajar Paket C; 

3. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan 
diketahui Kepala Dinas Propinsi/Pejabat yang 
berwenang menangani pendidikan bagi lulusan 
Sekolah Menengah Atas swasta atau Sekolah 
Menengah Kejuruan swasta; 

4. Kepala Sekolah yang mengeluarkan ijazah dengan 
diketahui Kepala Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang 
menangani pendidikan bagi lulusan Sekolah 
Menengah Pertama swasta; 

5. Kepala Madrasah bagi lulusan Madrasah Aliyah 
Negeri/Madrasah Tsanawiyah Negeri; 

6. Kepala Madrasah Aliyah swasta yang mengeluarkan 
ijazah dan diketahui Kepala Kantor Kementerian 
Agama tingkat Propinsi bagi lulusan Madrasah Aliyah 
swasta; 

7. Kepala Madrasah Tsanawiyah swasta yang 
mengeluarkan ijazah dan diketahui Kepala Kantor 
Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota bagi 
lulusan Madrasah Tsanawiyah swasta; 

8. Kepala Dinas Propinsi/Pejabat yang berwenang 
menangani pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas/ 
Sekolah Menengah Kejuruan negeri atau swasta yang 
telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing; 

9. Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Propinsi 
bagi Madrasah Aliyah dan Kepala Kantor Kementerian 
Agama Tingkat Kabupaten/Kota bagi Madrasah 
Tsanawiyah negeri atau swasta yang telah dihapus, 
sesuai kewenangan masing-masing; 

10. Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Propinsi 
atau Pejabat yang berwenang bagi lulusan yang 
sederajat dengan Madrasah Aliyah dan Kepala Kantor 
Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota atau 
Pejabat yang berwenang bagi lulusan yang sederajat 
dengan Madrasah Tsanawiyah. 

b. 
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(1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) 
ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengisian. 

Pasal 30 

(4) Laporan hasil penelitian persyaratan administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam 
bentuk Berita Acara. 

(3) Paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan Bakal Calon menjadi 
Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian 
menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan 
administrasi Bakal Calon dan Keputusan Panitia Pengisian 
kepada Kepala Desa. 

(2) Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari sejak berakhimya 
jangka waktu penelitian administrasi. 

(1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi 
ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Panitia 
Pengisian. 

Pasal 29 

(2) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara 
tertulis oleh Panitia Pengisian kepada Bakal Calon yang 
bersangkutan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi 
dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya 
dikembalikan dengan tanda terima. 

~ Pasal28 

(3) Baka! alon yang melewati batas waktu melengkapi 
persyaratan adrninistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dinyatakan gugur. 

Dnlam ha] sctclah dilakukan pcnyaringan I pcnclitian 
{J.) odministrasi scbagaimana dirnaksud dalarn Pasal 24, tcrnyata 

terdapat kckurangan dan atau keragu-ragusn tentan? s~arat 
_ ang telah ditetapkan, maka ~akal Calon terscbut d1ber~kan 
kcsernpatan untuk mclcngkapi persyaratan dan membenkan 
penjelasan. 

(2) Batas waktu melcngkapi pcrsyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), adalah paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
pcnutupan pendaftaran. 

Pasal .. 7 
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Keputusan Panitia Pengisian clan laporan hasil penelitian 
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), 
disampaikan kepada Kepala Dusun atau Ketua RW untuk 
dilaksanakan rapat pengisian anggota BPD di tingkat wilayah 
pemilihan . 

Pasal 33 

(4) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Panitia Pengisian memberikan tanggapan sebagaimana 
mestinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
diterimanya keberatan. 

(3) Keberatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus disampaikan secara tertulis. 

(2) Batas waktu untuk mengetahui clan/ atau menyampaikan 
keberatan atas basil penelitian persyaratan aclministrasi 
sebagaimana climaksucl pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian 
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (1). 

(1) Sakal Calon berhak rnengetahui clan/atau mengajukan 
keberatan atas hasil penelitian persyaratan aclministrasi oleh 
Panitia Pengisian. 

Pasal 32 

(4) Contoh naskah pengumuman sebagaimana dimaksucl pada 
ayat (3), sebagaimana tercantum clalam Larnpiran V Peraturan 
Bupati ini. 

(1) Naskah pengumuman sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), 
ditandatangani oleh Kctua Panitia Pcngisian. 

(2) Pclnks nar n pengumuman di tempat-tempat terbuka, 
dilak sanakan di Balai Dcsa dan a tau di ternpat-ternpat yang 
strategis wilayah Dusun/RW. 

( 1) Pcnciapan Caton scbagaimana dimaksud dalam Pasal '..!9 ayat 
(2), diberitahukan kepada yang bersangl?ttan . dan 
diumumkan kepada rnasyarakat paling lama 7 (tujuh) hari. 

Pasal 31 

(2) Conteh Keputusan P nctapan Sakal CaJon menjadi Calon 
Anggota BPD dan Berita Acara Penclitian ~ersyaratan 
Administrasi, scbagaimana tcrcantum dalam Lamprren llI dan 
Lnrnpiran JV Pcraturan Bupati ini, 
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(2) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 
a. bagi Desa dengan jumlah RT paling ban yak 1 O ( sepuluh) 

RT, Pengurus RT dan RW yang mempunyai hak pilih 
adalah seluruh Pengurus RT dan RW; 

I 
j' 

I 
I 
I : ' 

(1) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 ayat (4) yang mempunyai hak pilih untuk mengikuti 
pemungutan suara di tingkat wilayah pemilihan terdiri dari: 
a. Pengurus RW; dan 
b. Pengurus RT. 

Pasal 35 

(8) Dalam hal Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) berhalangan tidak hadir, rapat dipimpin oleh 
salah satu dari unsur Ketua, Sekretaris, atau Bendahara Tim 
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat 
Desa. 

(7) Rapat pengisian anggota BPD dari unsur keterwakilan 
perempuan dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak 
Pemberdayaan clan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa. 

J>a :;1 tl .1·~ 
. . P · .. dnn hn<·il pr.n •liti ·Jl 

I) ( ., ..J11 ,..,-1,..,,11 )(,·r1 Lu ·c111 r rnt1H en. i run . .• ~ K I 
( . - I I cl '\ c, I T' ' l r\ ') \. .• pa ; I 

ndmini··u· rni ~chng [m.mn climokt~11d d urn usu ,. .': , .. 

I l 
• J' ·Luti- R 11 1-,11du wiln all µcrnililwn dun Kctuu I'irn 

USLlll ll :ill '\ . '·' . - . T' ,k1-1t 
Pen ·r.:rrn I I cml crrlay w1J .lnn l\ ·s<.:J:-thtcman J cluurgu . ing ,,,· 

I cs.~~m In un sur kL'lcnvokiJ._ n pcrl'mpu· n rnr.:ny<'lcn¥garak,ln 
r·1pal pcngi.·inn an ~1~ot::i BPD. 

('.::') RnpnL pt·ngisinn rniggolD J I sci ag:.iim~1:Fl c~imak ud padn 
aynt ( 1) van elanjutnyn. liscbut ra.pn t, d1p1mpm -~lch _seor~~g 
J:q nla Dusun :,tnu scor: ng J( tua RW yang difa::iJ!Jtas1 Pan itia 

I 'cngisi n Anggot BPD. 

(3) Dalarn hal K tua RW mencalonkan diri s bagai anggots BPD 
- tau bcrhalangan, maka rapat dipirnpin oleh salah satu 
pengurus RW. 

(4) Ra pat untuk keterwakilan wilayah scbagaimana dimaksu? 
pada ayat (1), diJaksanakan dan dihadiri oleh unsur wakil 
ma yarakat yang mempunyai hak pilih. 

(5) Sebelum pelaksanaan rapat, peserta rapat dan undangan 
mengisi daftar hadir yang telah disediakan. 

(6) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai 
Lampiran Berita Acara Hasi1 Rapat wilayah pemilihan. 

Purugnir •l 
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(1) Dalam hal rapat pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah 
pemilihan dan/atau di unsur keterwakilan perempuan hanya 
terdapat 1 (satu) Calon, dan setelah dilalrukan penghitungan 
suara Calon tersebut tidak mendapatkan suara, maka rapat 
ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya 
dilaksanakan pemilihan ulang. 

I , Pasal 37 

(7) Pelaksanaan rapat pengisian anggota BPD keterwakilan 
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 
ayat (6) berlaku mutatis mutandis pada rapat pengisian 
anggota BPD unsur keterwakilan perempuan. 

(6) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pengisian Anggota 
BPD di Tingkat Wilayah Pemilihan beserta lampirannya dan 
usulan calon anggota BPD yang telah terpilih sesuai dengan 
jumlah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian. 

(5) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan 
suara terbanyak. 

(4) Dalam hal setelah penundaan kali kedua sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi paling sedikit 1/2 

(satu per dua) dari jumlah unsur masyarakat yang 
mempunyai hak pilih, rapat tetap dapat dilaksanakan dan 
dinyatakan sah. 

(3) Dalam hal sampai dengan penundaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), jumlah yang hadir belum memenuhi paling 
sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah unsur wakil masyarakat 
yang mempunyai hak pilih, rapat ditunda kali kedua 
pelaksanaannya selama 30 (tiga puluh) menit. 

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu undangan berakhir 
belum memenuhi paling sedikit lebih dari 112 (satu per dua) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda 
pelaksanaannya selama 30 (tiga puluh) menit. 

(1) Rapat pengisian anggota BPD untuk kcterwakilan wilayah 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 34 ayat (4), dinyatakan 
sah apabila dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) 
dari jumlah unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak 
pilih. 

Pasal36 

(3) Pengurus RW dan/ a tau Pengurus RT yang ditetapkan sebagai 
Calon Anggota BPD, tidak rnerniliki hak suara. 

b. bagi Desa dengan jumlah RT lebih dar~ 10 (sep~luh) RahT, 
Pengurus RT dan RW yang mempunyar hak pilih .a?al . 
Pengurus harian Pengurus RT dan RW yang terdiri dan 
Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. 
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(3) Dalam hal telah dilaksanakan pemilihan ulang kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat 
perolehan suara terbanyak yang sama, maka rapat ditunda 
kembali selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya 
dilaksanakan pemilihan ulang kembali yang hanya diikuti 
oleh Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama 
tersebut, sampai terdapat selisih perolehan suara. 

(1) Dalam hal rapat pengisian Anggota BPD di tingkat wilayah 
pemilihan dan/atau di unsur keterwakilan perempuan setelah 
dilakukan penghitungan suara terjadi perolehan suara 
terbanyak yang sama pada 2 (dua) Calon atau lebih, maka 
rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya 
dilaksanakan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh Calon 
yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut. 

(2) Dalam hal setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), masih terdapat perolehan suara 
terbanyak yang sama, maka rapat ditunda kembali selama 30 
(tiga puluh) menit, dan selanjutnya dilaksanakan pemilihan 
ulang kembali yang hanya diikuti oleh Calon yang 
memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut. 

Pasal 39 

Dalam hal setelah dilaksanakan mekanisme pengisian anggota 
BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) 
tidak ada pelamar atau ada pelamar yang ditetapkan sebagai 
Calon tetapi pada saat dilaksanakan rapat pengisian Calon 
dimaksud masih tidak mendapatkan suara, maka tidak ada 
Calon yang ditetapkan sebagai Anggota BPD pada wilayah 
pemilihan atau pada unsur keterwakilan perempuan tersebut. 

Pasal 38 

(2) Dalam hal setelah dilalrukan pemilihan ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), Calon dimaksud masih tidak 
mendapatkan suara, maka rapat ditunda kembali selama 30 
(tiga puluh) menit, dan selanjutnya dilaksanakan pemilihan 
ulang kernbali. 

(3) Dalam hal setelah dilaksanakan pemilihan ulang kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon dimaksud masih 
tidak mendapatkan suara, maka dilaksanakan mekanisme 
pengisian kembali hanya pada wilayah pemilihan tersebut 
sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 19 sampai 
dengan Pasal 36. 

(4) Dalam hal setelah dilakukan pengisian kembali pada 
mekanisme sebagaimana diatur dalam ayat (3), tidak ada 
pelamar, maka Kepala Dusun/Ketua RW pada wilayah 
pemilihan yang bersangkutan atau Ketua Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat 
Desa dan/ a tau perwakilan kelompok perempuan di Desa 
tersebut mengadakan musyawarah untuk menunjuk seorang 
atau lebih warga masyarakat guna didaftarkan sebagai Bakal 
Calon anggota BPD. 
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(5) Sebelum pelaksanaan rapat pengisian, peserta rapat dan 
undangan mengisi daftar hadir yang telah disediakan. 

(6) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai 
lampiran Serita Acara Hasil Rapat Pengisian. 

(4) Rapat Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian dan dihadiri oleh 
Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota SPD, Ketua RW, 
perwakilan Pengurus RT, serta perwakilan Pengurus Tim 
Penggerak PKK tingkat Desa. 

(3) Rapat Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya 
seluruh Serita Acara Hasil Rapat Wilayah Pemilihan beserta 
lampirannya maupun Serita Acara Hasil Rapat Keterwakilan 
Perempuan beserta lampirannya, dan usulan calon anggota 
SPD dari wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan. 

(2) Berdasarkan Serita Acara Hasil Rapat Wilayah Pemilihan 
beserta lampirannya maupun Serita Acara Hasil Rapat 
Keterwakilan Perempuan beserta lampirannya, dan usulan 
calon anggota SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Panitia Pengisian Anggota SPD mengadakan rapat 
musyawarah pengisian Anggota SPD. 

(1) Penyampaian Serita Acara Hasil Rapat Pengisian Anggota SPD 
di tingkat wilayah pemilihan beserta lampirannya maupun 
pada unsur keterwakilan perempuan beserta lampirannya, 
dan usulan calon anggota SPD sesuai dengan jumlah 
keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) 
dan ayat (7), paling lama 3 (tiga) hari sejak selesainya rapat 
wilayah pemilihan maupun rapat keterwakilan perempuan 
harus sudah diterima oleh Panitia Pengisian. 

Pasal 41 

(1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (6! 
dan ayat (7) di buat dalam rangkap 2 (dua) ditan?atangam 
oleh pimpinan rapat dengan dilampiri daftar hadir peserta 
rapat/ undangan. 

(2) Contoh naskah Serita Acara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 40 
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(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali 
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung 
sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 

Pasal44 

(3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian 
anggota BPD. 

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 
berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota 
BPD. 

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan 
hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa. 

Pasal 43 

Bagian Ketiga 
Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

(5) Contoh naskah Berita Acara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui 
Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil 
pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh 
Bupati. 

(3) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia kepada 
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota 
BPD terpilih ditetapkan panitia disertai Berita Acara Basil 
Rapat Pengisian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2). I__., 

(2) Hasil rapat pengisian berupa penetapan usulan Calon 
Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam Serita Acara Hasil Rapat Pengisian dengan 
dilampiri daftar hadir rapat pengisian. 

(1) Rapat pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 
(4), hanya berfungsi untuk menetapkan usulan Calon Anggota 
BPD dari wilayah pemilihan dan dari unsur keterwakilan 
perempuan menjadi Anggota BPD. 

Pasal42 

Bagian Kedua 
Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
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Apabila pelaksanaan pelantikan Anggota BPD jatuh pada hari 
libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya 
atau sehari sebelurn hari libur . 

Pasal47 

(3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara 
pengucapan sumpah/janji. 

(2) Dalam pengucapan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), anggota BPD yang beragama: 
a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya 

bersumpah"; 
b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan 

frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan 
frasa "Semoga Tuhan menolong saya"; 

c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; 
dan 

d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa". 

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), didampingi oleh rohaniwan 
sesuai dengan agamanya masing-masing; 

Pasal 46 

(2) Susunan kata sumpah/ janji anggota BPD sebagai berikut: 
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya 
akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan 
Pennusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur 
jujumya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat 
dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai 
dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan 
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala 
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya 
yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia". 

(1) Anggota BPD sebelum rnemangku jabatannya 
bersumpah/berjanji secara bersarna-sarna di hadapan pejabat 
Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh 
masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk tepat pada akhir masa keanggotaan BPD 
s belumnya. 

Pasal 45 

(3) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dihitung termasuk keanggotaan menjadi Sadan Perwakilan 
Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
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(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, apabila: 
a. berakhir masa keanggotaan; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan 

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 
(enam) bulan tanpa keterangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; 
d. tidak melaksanakan kewajiban; 
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; 
f. melanggar sumpah/janji jabatan BPD; 
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan lindak pidana dengan ancaman pidana 
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 

(1) Anggota BPD berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; atau 
c. diberhentikan. 

Pasal 51 

Bagian Keempat 
Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Anggota BPD yang telah mengucapkan sumpah/janji sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa 
tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. 

Pasal 50 

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan 
anggota BPD adalah sebagai berikut: 
a. pembacaan Keputusan Bupati; 
b. pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk; 
c. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji; 
d. kata pelantikan; 
e. amanat; 
f. pembacaan doa. 

Pasal 49 

Pelantikan Anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan tepat 
waktu sebagimana dimaksud pada Pasal 45 ayat ( 1) dikarenakan 
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa 
jabatan Anggota BPD atas persetujuan tertulis Camat, dengan 
ketentuan bahwa Anggota BPD yang lama tetap melaksanakan 
tugasnya selama masa penundaan tersebut atas penetapan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 48 
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(1) A~ggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah 
d1tet~pkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, 
teronsme, makar, dan/ a tau Lindak pidana terhadap keamanan 
negara. 

Pasal 53 

Bagian Kelima 
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara 

(6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 
30 {tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian 
anggota BPD. 

(4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD 
kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya 
usul pemberhentian. 

Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota 
BPD dengan dilampiri Berita Acara dan notulen musyawarah 
kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 {tujuh) hari sejak 
diterimanya usu! pemberhentian. 

(3) 

Pelaksanaan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 
jumlah anggota BPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita 
Acara dan dilampiri notulen musyawarah. 

(2) 

Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD 
berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui 
Kepala Desa. 

{ 1) 

Pasal52 

Bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah bertempat tinggal dan 
berdomisili di luar wilayah pemilihan setelah ditetapkan 
menjadi Anggota BPD. 

(3) 

J. 
k. 
1. 

1. 

tidak menghadiri rapat paripurna dan/ a tau rapat BPD 
lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 
6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; 
adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, 
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) 
Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; 
bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; 
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau . 
mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota. 

h. 
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(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, 
mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor 
urut berikutnya. 

(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon 
anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil 
pemilihan anggota BPD. 

Pasal 55 

Bagian Keenam 
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu 

Mekanisme dan tata cara pemberhentian sementara maupun 
pemberhentian Anggota BPD, diatur dalam Tata Tertib 
Musyawarah BPD. 

Pasal 54 

(7) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (S), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan 
pimpinan BPD pengganti antarwaktu. 

(6) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara 
berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan 
pemberhentian sebagai pimpinan BPD. 

(5) Pemberhentian sementara Anggota BPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) serta pemberhentian Anggota BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(4) Dalam hal anggota BPD telah berakhir masa keanggotaan dan 
tidak diusulkan oleh Pimpinan BPD, Bupati dapat 
memberhentikan anggota BPD berdasarkan pertimbangan atau 
usu! dari Camat. 

(3) Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati apabila terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukurn tetap. 

(2) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati apabila 
dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara paling sedikit S (lima) tahun berdasarkan 
putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
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(2) 

Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan 
apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan 
kurang dari 6 (enam) bulan. 

Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD. 

(1) 

Pasal 58 

Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 
(satu) periode. 

(2) 

Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa 
masajabatan anggota BPD yang digantikannya. 

(1) 

Pasal 57 

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara 
pengucapan sumpah/ janji. 

(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai 
berlaku sejak pengucapan sumpah/janji dan dipandu oleh 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi 
anggota BPD antarwaktu dengan keputusan Bupati paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul 
penggantian anggota BPD antarwaktu dari Kepala Desa. 

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota 
BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon 
pengganti anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu 
kepada Bupati. 

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan anggota BPD yang 
diberhentikan antarwaktu, Kepala Desa menyampaikan 
usulan nama calon pengganti anggota BPD yang 
diberhentikan kepada Bupati melalui Camat. 

Pasal56 

(3) Dalam hal calon anggota BPD yang terpilih dalam pemilihan 
keterwakilan wilayah dan/ atau keterwakilan perempuan 
hanya terdapat 1 (satu) calon, dan setelah diangkat menjadi 
anggota BPD kemudian diberhentikan atas alasan yang sah 
sehingga tidak ada calon nomor urut berikutnya sebagai 
anggota BPD antarwaktu, maka unsur wakil masyarakat yang 
mem punyai hak pilih se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
dan/atau Pasal 35, dapat memilih/menunjuk secara Iangsung 
dari warga yang memenuhi persyaratan untuk menjadi 
anggota BPD antarwaktu. 
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(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh 
ketua bidang. 

l 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
atas: 
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan 

pembinaan kemasyarakatan; dan 
b. bidang kerja sama Desa, pembangunan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas: 
a. 1 (satu) orang ketua; 
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan 
c. 1 (satu) orang sekretaris. 

(2) 

Kelembagaan BPD terdiri atas: 
a. pimpinan; dan 
b. bidang. 

(1) 

Pasal 60 

KELEMBAGAAN BPD 

BAB IV 

Anggota BPD dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok 

masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau 
golongan masyarakat Desa; 

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, rnenerirna uang, 
barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat 
rnemengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya; 

c. menyalahgunakan wewenang; 
d. melanggar surnpah/janji jabatan; 
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Oesa dan perangkat Desa; 
f. merangkap jabatan sebagai Ketua Lernbaga Kemasyarakatan 

Desa; 
g. rnerangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan 
lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan 
undangan; 

h. sebagai pelaksana proyek Desa; 
1. menjadi pengurus partai politik; 
J. menjadi anggota dan/ a tau pengurus organisasi terlarang; 
k. menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa; dan/ a tau 
1. menjadi anggota Badan Kerja Sama Antar Desa. 

Pasal 59 

Bagian Ketujuh 
Larangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa 
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(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai 
berlaku setelah mendapatkan pengesahan Ca.mat alas nama 
Bupati. 

(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 60 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan 
BPD. 

Pasal 63 

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang karena 
pimpinan dan/ atau ketua bidang berhenti sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51, dipimpin oleh ketua atau unsur 
pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan 
BPD. 

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak 
tanggal pengucapan sumpah/ janji. 

(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali 
dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota 
termuda. 

(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 60 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD 
secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara 
khusus untuk maksud tersebut. 

Pasal 62 

(4) Dalam hal staf administrasi BPD tidak dirangkap oleh Pegawai 
Desa dengan Perjanjian Kerja yang sudah ada sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan pengangkatan 
Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja yang khusus 
menangani administrasi BPD mendasarkan Peraturan Desa 
yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa. 

(3) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dirangkap oleh Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja 
yang sudah ada. 

(2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berstatus sebagai Pegawai Oesa dengan Perjanjian Kerja. 

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD 
dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD. 

Pasal 61 

(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota 
BPD. 
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(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan 
musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. 

(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan 
masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, 
masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok 
marjinal. 

(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat. 

Pasal 66 

Paragraf 1 
Penggalian Aspirasi Masyarakat 

BPD mempunyai tugas: 
a. menggali aspirasi masyarakat; 
b. menampung aspirasi masyarakat; 
c. mengelola aspirasi masyarakat; 
d. menyalurkan aspirasi masyarakat; 
e. menyelenggarakan musyawarah BPD; 
f. menyelenggarakan musyawarah Desa; 
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk 

pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 
1. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa; 
J. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan 

Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan 
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

Pasal 65 

Bagian Kedua 
Tugas Badan Permusyawaratan Desa 

BPD mempunyai fungsi: 
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa; 
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Pasal64 

Bagian Kesatu 
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

BABV 
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(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian 
aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang 
dihadiri Kepala Desa. 

(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan 
dan atau tulisan. 

Pasal 69 

Paragraf 4 
Penyaluran Aspirasi Masyarakat 

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan 
aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala 
Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa. 

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang 
pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui 
pengadministrasian dan perumusan aspirasi. 

Pasal 68 

Paragraf 3 
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat 

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. 

( 1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat 
dilakukan di sekretariat BPD. 

Pasa.167 

Paragraf 2 
Menampung Aspirasi Masyarakat 

(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan 
dalam musyawarah BPD. 

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang 
kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan 
uraian kegiatan. 
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(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang 
diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, clan unsur masyarakat 
Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi: 
a. penataan Desa; 

(3) 

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang clifasilitasi 
oleh Pemerintah Desa. 

(1) 

Pasal 71 

Paragraf 6 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa 

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, 
sebagai berikut: 
a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; 
b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) darijumlah anggota BPD; 
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 

musyawarah guna mencapai mufakat; 
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, 

pengambilan keputusan dilakukan clengan cara 
pemungutan suara; 

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud clalam huruf 
d dinyatakan sah apabila clisetujui oleh paling sedikit 1h 
(satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD 
yang haclir; clan 

f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan 
BPD clan dilampiri notulen musyawarah yang clibuat oleh 
sekretaris BPD. 

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan 
rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan 
tata tertib BPD, clan usulan pemberhentian anggota BPD. 

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan 
keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. 

Pasal 70 

Paragraf 5 
Peny lenggaraan Musyawarah Badan Pennusyawaratan Desa 

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian 
aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan 
bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan 
keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian 
rancangan Peraturan Dcsa yang berasal dari usulan BPD. 
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(4) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan tidak melaksanakan 
tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan 
BPD. 

(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggungjawab kepada BPD. 

(2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan disesuaikan dengan beban 
tugas dan kemampuan pembiayaan. 

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 
( 1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat. 

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD. 

Pasal 73 

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak dan 
Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu. 

Pasal 72 

Paragraf 7 
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibiayai dari APB Desa. 

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat 
lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat terdiri atas: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh rnasyarakar: 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok Lani; 
f. perwakilan kelompok nelayan; 
g. perwakilan kelompok perajin; 
h. perwakilan kelompok perempuan; 
1. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; 

dan 
J. perwakilan kelompok masyarakat tidak ma pan. 

b. perencanaan Desa; 
c. kerja sama Desa; 
d. rencana invcstasi yang masuk ke Desa; 
e. pernbentukan Badan Usaha Milik Desa; 
f. pena.mbahan da.n pelepasan Aset Desa; dan 
g. kejadian luar biasa. 
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1... 

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 
(tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa 
dari panitia pemilihan. 

Pasal 76 

(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa 
terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia 
untuk disampaikan kepada BPD. 

(2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala 
Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan 
calon Kepala Desa terpilih. 

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk 
pemilihan Kepala Desa antarwaktu. 

Pasal 75 

Paragraf 8 
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk 

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu 

(5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap 
kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda 
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu 
yang ditetapkan kemudian. 

(4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang 
dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran 
selama 7 (tujuh) hari. ,, 

(3) 

Penyaringan bakal calon Kcpala Desa menjadi calon Kepala 
Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) 
orang. 
Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi pcrsyaratan 
lebih dari 3 (tiga), panitia rnclakukan seleksi tambahan 
dengan menggunakan kriteria rnemiliki pengetahuan 
mengenai Pernerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan 
persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. 

(2) 

Panitia Pemilihan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 
(1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon 
Kepala Desa antarwaktu. 

(1) 
Pasal 74 
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(4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Carnat atau 
pejabat lain yang ditunjuk Bupati. 

(3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat berbentuk: 
a. penghentian pembahasan; atau 
b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan 

kesepakatan rancangan Peraturan Desa. 

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui 
Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati 
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan 
terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. 

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara 
BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, 
musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan 
disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. 

Pasal 78 

(5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan 
pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen 
musyawarah. 

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala 
Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. 

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Dcsa 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu 
dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) 
hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima 
oleh BPD. 

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan oleh BPD dalarn 
musyawarah BPD. 

(1) BPD dan Kcpala Dcsa rnernbahas dan menyepakati rancangan 
Peraturan Desa yang diajukan BPD clan atau Kepala Desa. 

Pasal 77 

Paragraf 9 
Pernbahasan dan Pcnycpakatan 

Rancangan Pcraturan Dcsa 
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(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. 

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan 
APB Desa; 

b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, 
Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; 

c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai 
peraturan perundang-undangan; dan 

d. Prestasi Kepala Desa. 

ayat (1) 
responsif, 

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud 
dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, 
transparansi, akuntabilitas dan objektif. 

(3) 

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) 
tahun anggaran. 

(1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

Pasal 81 

Paragraf 11 
Evaluasi Laporan Keterangan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 ayat ( 1) menjadi bagian dari laporan 
kinerja BPD. 

Pasal 80 

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa monitoring dan evaluasi. 

(2) Pelaksanaan pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui: 
a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; 
b. pelaksanaan kegiatan; dan 
c. pelaporan pcnyclcnggaraan Pemerintahan Desa. 

( 1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. 

Pasal 79 

Paragraf 10 
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Dcsa 
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mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; 

a. 
BPD berhak: 

Pasal84 

Bagian Kesatu 
Hak Badan Permusyawaratan Desa 

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

BAB VI 

(4) Togas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan 
aktual di desa. 

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan 
dengan keputusan Kepala Desa. 

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari unsur 
Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk. 

( 1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis 
dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD 
dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk 
Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD). 

Pasal 83 

Paragaraf 12 
Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah 

Desa dan Lembaga Desa Lainnya 

(4) Evaluasi LKPPD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) rnenjadi 
bagian dari laporan kinerja BPD. 

(3) Oalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap 
melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan 
memberikan catatan kinerja Kepala Desa. 

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) BPD dapat: 
a. membuat catatan tentang kinerja I epala Desa; 
b. meminta keterangan atau informasi; 
c. menyatakan pcndapat; dan 
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah 

Desa. 

(1) BPD melakukan cvaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) 
hari kerja sejak LI 'PPD diterim». 

Pasal 82 
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_____ __; 

(2) B_iaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas 
BPD. 

(1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari 
APB Desa. 

Pasal 87 

Paragraf 3 
Biaya Operasional 

(5) Hasil dari penggunaan hak menyatakan pendapat anggota 
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam 
Keputusan BPD. 

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil musyawarah BPD. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam 
musyawarah BPD. 

(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara 
cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(1) BPD rnenggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan 
keputusan BPD. 

Pasal 86 

Paragraf 2 
Pemyataan Pendapat 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) 
terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pe1aporan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(1) BPD melakukan pcngawasan melalui monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan tugas Kepala Desa. 

Pasal 85 

Paragraf J 
Pengawasan 

c. 

menyatakan pendapat atas penyclcnggaraan Pcmerin~ahan 
Dcsa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembmaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
dan 
mendapatkan biaya operasional pelaksanaa.n tugas dan 
fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

b. 
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(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 
ayat (4), dapat diberikan dalam hal Lerdapat penambahan 
beban kerja. 

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan 
anggota dalam kelembagaan BPD. 

Pasal 90 

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan tunjangan kinerja. 

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan 
lainnya. 

(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk 
memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
88 ayat (1) huruf e. 

Pasal 89 

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak: 
a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan 

dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan 
kunjungan lapangan seperti studi banding yang 
dilakukan di dalam negeri. 

b. penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten bagi 
pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. 

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD. 

(1) Anggota BPD berhak: 
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 
b. mengajukan pcrlanyaan; 
c menyampaikan usul dan/ atau pendapat; 
d. memilih dan dipilih; dan 
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. 

Pasal88 

Bagian Kcdua 
Hak Anggota BPD 

(3) Alokasi biaya operasional scbagaimana dimaksud pada _ayal 
(2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operas1onal 
dan kernarnpuan Kcuangan Desa. 
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(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 
dengan sistematika: 

(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan 
tugas BPD clalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Pasa.194 

Bagian Keempat 
Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

Anggota BPD wajib: 
a. memegang teguh clan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 

b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan 
pribadi, kelompok, dan/ atau golongan; 

d. menghormati nilai sosial budaya clan adat istiadat masyarakat 
Desa; 

e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan 
lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan 

f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 
kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Pasal 93 

Bagian Ketiga 
Kewajiban Anggota Sadan Permusyawaratan Desa 

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat 
kabupaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan 
dalam 2 (dua) kategori: 
a. kategori pimpinan; dan 
b. kategori anggota. 

Pasal92 

P mbiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a, bersum ber dari Anggaran 
Penclapatan Belanja dan Daerah Kabupaten dan APB Desa. 

Pasal 91 

(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
clan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersumber dari Pcndapatan Asli Dcsa. 
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BPD berwenang: 
a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk 

mendapatkan aspirasi; 
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa 

secara lisan dan tertulis; 
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi 

kewenangannya; 
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; 
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa kepada Pemerintah Desa; 
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan 
kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta 
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

h. menyusun peraturan tata tertib BPD; 
1. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat 

insidentil kepada Bupati melalui Camat; 
j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya 

operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk 
dialokasikan dalam RAPE Desa; 

k. mengelola biaya operasional BPD; 

Pasal96 

Bagian Kelima 
Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa 

(1) Laporan kincrja BPD yang disampaikan kepada Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) digunakan 
Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

(2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum 
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 
ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas BPD kepada masyarakat Desa. 

Pasal 95 

(4) Laporan kincrja BPD scbagaimana climaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setclah selesai 
tahun anggaran. 

(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaporkan sccara tertulis kepada Bupati melalui Camat scrta 
disampaikan kepada Kepala Dcsa clan forum musyawarah 
Desa secara tertulis dan atau lisan. 

a. dasar hukum; 
b. pelaksanaan tugas; dan 
c. pcnutup, 
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(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: 
a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa; 
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah 

Desa; 
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan 
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi 

masyarakat. 

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi: 
a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan 

anggota hadir lengkap; 
b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD 

berhalangan hadir; 
c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan 

wakil ketua berhalangan hadir; dan 
d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah 

sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan 
penggantian anggota BPD antarwaktu. 

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: 
a. pelaksanaan jam musyawarah; 
b. tempat musyawarah; 
c. jenis musyawarah; dan 
d. daftar hadir anggota BPD. 

(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dirnaksud pada ayat 
( 1) paling sedikit memuat: 
a. keanggotaan clan kelembagaan BPD; 
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; 
c. waktu musyawarah BPD; 
d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; 
e. tata cara musyawarah BPD; 
f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan 

anggota BPD; dan 
g. pembuatan berita acara musyawarah BPD. 

(2) Peraturan tata lertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dibahas clan disepakati dalarn musyawarah BPD. 

(1) BPD menyusun pcraturan tata lertib BPD. 

Pasal 97 

PERATURAN TATA TER'I 18 1:3/\DAN PERMUSYAWARATAN DESA 

BAB VII 

1. rnengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar 
Kelernbagaan Desa (FKAKD) kepada Kepala Desa; dan 

m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka 
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
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Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD antara lain dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; 

Pasal 100 

PENDANAAN 

BAB IX 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
98, meliputi: 
a. memfasilitasi dukungan kebijakan; 
b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten; 
c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan 

supervisi pelaksanaan kebijakan; 
d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan 

pelatihan tertentu; dan 
e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota 

BPD. 

Pasal 99 

(2) Bupati medelegasikan kewenangan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Camat. 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap 
pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan 
Desa di wilayahnya. 

Pasal 98 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BAB VIII 

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah 
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi: 
a. penyusunan notulen rapat; 
b. penyusunan berita acara; 
c. format berita acara; 
d. penandatanganan berita acara; dan 
e. penyampaian berita acara. 

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak mcnyatakan 
pendapat BPD sebagaimana dima.ksud ayat (3) huruf f 
meliputi: 
a. pernberian pandangan tcrhadap pelaksanaan 

Pemerintahan Desa; 
b. penyarnpaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas 

pandangan BPD; 
c. pcmberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat 

Kepala Desa; clan 
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD 

kepada Bupati. 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 
tentang Sadan Permusyawaratan Desa (Serita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sadan Permusyawaratan 
Desa (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 104 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XII 

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan 
Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa 
jabatannya. 

Pasal 103 

KETENTUAN PERALIHAN 

BAB XI 

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 
penghargaan dan/ a tau pesangon sesuai dengan kemampuan 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten. 

(1) Anggota BPD dari Dcsa yang mengalami perubahan status 
Desa mcnjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Dcsa atau 
lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan 
Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. 

Pa al J02 

Formal jcnis buku administrasi BPD clan lapor n kin rja PD 
s bagaimana tercanturn dalarn Lampiran VllJ yon rncrupakan 
ba ian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

Pasal 101 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

BJ\B, 

b. APB Dcsa; dan 
c. surnber bin yang suh dun tidak men .ikut. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 13 

·~~~. 
\.._ 

SAM'ANI INTAKORlS 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 2 '~ e i O 1 q 

MUHAMMAD TAMZIL 

BUPATI KUDUS, 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 2 1-1ei ?019 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalarn Bcrita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

P raturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 105 
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